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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran dari bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa alasan mengapa terjadi kriminalisasi atau gugatan terhadap 

seorang Kurator. Pertama bahwa secara normatif, setiap pihak yang merasa 

dirugikan oleh kinerja Kurator dapat mengajukan upaya hukum terhadapnya 

selama memiliki bukti dan dasar hukum yang memadai serta dilakukan sesuai 

koridor hukum yang mengatur langkah hukum tersebut baik secara hukum 

pidana atau hukum perdata. Hal ini berarti bahwa langkah hukum terhadap 

Kurator merupakan upaya kriminalisasi atau gugatan beritikad buruk untuk 

menghambat pelaksaan tugas dan kewajiban Kurator sulit dibuktikan 

keberadaannya, karena pada dasarnya terdapat asas bahwa pengadilan dilarang 

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan 

wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Pasal 10 ayat (1) 

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah 

juga dengan asas siapa yang mendalilkan dia membuktikan berdasarkan Pasal 

1865 KUHPerdata. Kedua, bahwa langkah hukum berupa laporan dugaan 

tindak pidana atau gugatan dilakukan karena terdapat keterbatasan dari pranata 
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hukum Kepailitan dalam hal ini peran Hakim Pengawas yang terbatas, juga 

peran organisasi profesi Kurator yang berada di wilayah etik sehingga belum 

dapat benar-benar menjawab rasa keadilan dari pihak yang memperkarakan 

Kurator tersebut. Ketiga adalah karena Kurator diusulkan dari pemohon, hal ini 

membuat pihak lawan merasa keberatan dan memiliki tendensi untuk 

melakukan langkah hukum kepada Kurator sebagai bentuk ketidakpuasan 

terhadap Kurator tersebut.  

2. Berdasarkan penelitian ini, dikemukakan pandangan perlindungan hukum bagi 

Kurator berupa Kurator mengajukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang 

dianggap telah merugikan Kurator yang sedang atau telah melaksanakan tugas 

dan kewenangannya berdasarkan UU Kepailitan dan juga secara profesional 

sesuai etika profesi Kurator. Pandangan ini dikonstruksikan dari Asas 

Keseimbangan dan Asas Keadilan dalam UU Kepailitan, dengan juga 

memperhatikan pertanggungjawaban Kurator bilamana ia merugikan boedel 

pailit berdasarkan Pasal 72 UU Kepailitan. Konstruksi hukum yang dibangun 

adalah karena Kurator memiliki posisi yang strategis dalam suatu perkara 

Kepailitan, terbukti secara empiris berdasarkan kasus-kasus yang dibahas di 

bab sebelumnya bahwa Kurator selain dapat menimbulkan kerugian bagi pihak 

lain, ia bisa pula dirugikan oleh pihak lain tersebut. Oleh karena itu sesuai 

dengan Asas Keseimbangan dan Asas Keadilan, maka Kurator juga dapat 

meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang dianggap merugikan boedel 

pailit dengan melakukan langkah-langkah hukum selama memiliki bukti dan 

dasar hukum yang memadai serta dilakukan sesuai koridor hukum yang 
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mengatur langkah hukum tersebut baik secara hukum pidana atau hukum 

perdata. 

5.2 Saran 

  Atas kesimpulan-kesimpulan tersebut, terdapat saran dan masukan terhadap 

pihak terkait : 

1. Penegak hukum harus lebih teliti dalam memproses kasus-kasus yang 

melibatkan Kurator yang sedang menjalankan tugasnya berdasarkan undang-

undang sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyalahgunaan peranata hukum 

pidana sebagai upaya menghambat kerja Kurator. Khususnya di ranah pidana, 

baik kepolisian maupun kejaksaan harus benar-benar teliti dalam menentukan 

suatu kasus pidana yang melibatkan Kurator, karena Kurator memiliki dasar 

hukum UU Kepailitan yang menjadi dasar dari pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya. Pihak asosiasi profesi Kurator dapat memperkuat hubungan 

dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk terus memberikan edukasi dan 

sosialisasi peran Kurator sesuai UU Kepailitan dan etika profesi. 

2. Kurator yang menangani suatu perkara Kepailitan harus memiliki kinerja dan 

finansial yang kuat kerena tugas Kurator tersebut cukup berat. Terbukti selain 

dinilai berdasarkan UU Kepailitan, Kurator juga harus mempertimbangkan 

berbagai aspek seperti aspek ekonomi dan bisnis, hukum, kebiasaan, dan sosial. 

Sedangkan aspek finansial berkaitan dengan durasi perkara Kepailitan dan 

hambatan yang ditemui selama melaksanakan tugasnya, karena kerap kali 

Kurator harus berurusan dengan laporan polisi atau gugatan yang membuat 
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durasi pemberesan boedel pailit semakin lama dan berpoetnsi meerugikan 

Kurator secara finansial karena fee atas jasa Kurator ditetapkan setelah 

selesainya pembagian boedel pailit.  
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